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KATA PENGANTAR

Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun ke depan. Dampak penting yang ingin diwujudkan
dari Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 adalah memastikan bahwa
penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan dengan baik
sehingga mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021 - 2026.

Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 merupakan upaya
bersama seluruh komponen organisasi untuk menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban
umum yang dibutuhkan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap
produk hukum daerah Kabupaten Kutai Kartanegara . Oleh karena itu, pemetaan terhadap fokus-fokus
wilayah rawan trantibum pada wilayah-wilayah kunci pembangunan Kutai artanegara dalam lima
tahun mendatang menjadi faktor agar layanannya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh semua
lapisan masyarakat hingga ke seluruh pelosok Kutai Kartanegara .

Keberhasilan implementasi Renstra SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara sangat
tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur
dinas, masyarakat, swasta dan seluruh stakeholder pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan
kerjasama dan dukungan dari semua pihak demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Kutai

Kartanegara periode 2021 - 2026.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupmegara

H. Fida Hurasani, S.Sos
NIP. 19731101 200012 1 003
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Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada
dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, intansi pemerintah lebih dapat
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, terjadi perubahan yang mendasar perencanaan pembanguan baik di tingkat
Nasional, Regional dan Daerah. Salah satu intisarinya adalah indikator program yang

berbasis pada outcome serta impact yang terukur.

Perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional dan daerah
mengharuskan birokrasi (Pemerintah Pusat / daerah) untuk senantiasa responsive
terhadap perubahan dan tuntutan dengan mengkaji ulang pendekatan dan sistem
perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguan yang terarah demi

terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka mengelola dan mengembangkan potensi dan sumber daya daerah
untuk menghadapi berbagai tantangan permasalahan setiap OPD harus mampu

menjabarkan RPJMD sebagai perwujudan dari misi dan visi kepala daerah sesuai dengan

BAB | Pendahuluan -1
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tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara

yang sejahtera. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap OPD dalam menyusun Rencana

Strategis (Renstra) dengan memaksimalkan potensi dan keunggulan kompetitif dengan

mengacu dan memperhatikan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

Penyusunanan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026 berdasarkan

kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional.

Peraturan perundang-undangan vyang berkaitan langsung dengan perencanaan

pembangunan sebagai landasan operasional, yaitu:

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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6.

10.

11

12

14.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaporan Satuan Polisi Pamong praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.
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Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026 disusun dengan maksud untuk
memberikan acuan, pedoman dan arahan kerja bagi seluruh pegawai Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan kebijakan pelayanan serta program dan kegiatan
selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendukung kepala daerah

untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026

adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2022-2026;

2. Memberikan gambaran umum tentang kinerja pelayanan SATPOL PP Kabupaten Kutai
Kartanegara;

3. Mengidentifikasi, menganalisis dan menentukan berbagai permasalahan dan isu
strategis pengembangan infrastruktur lima tahun mendatang berdasarkan tugas
pokok dan fungsi SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Menentukan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan indikator kinerja utama beserta
strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan SATPOL PP Kabupaten Kutai
Kartanegara;

5. Sebagai landasan dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SATPOL PP
Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun;

6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja SATPOL
PP Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja SATPOL PP
Kabupaten Kutai Kartanegara; serta

8. Sebagai pedoman bagi masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan untuk
berpartisipasi aktif dalam pengembangan atau pemanfaatan infrastruktur di

Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Sistematika penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022-2026 mengacu
pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari

8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
serta sistematika penulisan.

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP
Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja
pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam

pengembangan pelayanan SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP
Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan
visi, misi, dan program Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2022-
2026, telaahan Renstra K/L, talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
2022-2026 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2022-2026.

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah guna
mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022-
2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Menjelaskan tentang program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja 2022-
2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan

analisis permasalahan dan isu strategis.
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BAB VII

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan
fungsi SATPOL PP Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dicantumkan
dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026.

PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan Renstra SATPOL PP.
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Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan
Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona
hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi
ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang
terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota
Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik
wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian,
perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara
Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir
dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara,
potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni

Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bergerak dalam ruang lingkup keamanan, ketentraman dan ketertiban. Dan secara khususnya
berperan serta secara aktif terhadap Angka Kriminalitas (crime rate) Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan
dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian
kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah
curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka
kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena
semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin tidak aman, dan
semakin rendah angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kertanegara semakin aman. Dalam
masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dimiliki

masyarakat, dimana hal ini sangat diperlukan dalam menjamin iklim berinvestasi.

Dari pendekatan perhitungan angka kriminalitas (crime rate) Kabupaten Kutai Kartanegara
termasuk daerah yang aman mengingat angka kriminalitasnya rendah, dimana pada tahun 2020
memiliki capaian angka kriminalitas sebesar 52,23 persen yang artinya resiko tindak kriminal

penduduk pada tahun tersebut dari crime rate/100.000 penduduk. Angka ini menurun

BAB Il Gambaran Pelayanan SATPOL PP
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dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 bahkan mencapai angka

kriminalitas sebesar 64,87.

Angka Kriminalitas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020

4 N
120,09
64,98 64,87
o U 52,23
- _o
2017 2018 2019 2020 y

Sumber : BPS Kutai Kartanegara

Gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja periode 2016-2021 dapat dilihat dari
hasil analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
bidang ketentraman dan ketertiban umum; segala sumber daya yang dimiliki; capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya; capaian program
prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya; dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Satuan

Polisi Pamong Praja periode 2022-2026.

{ 2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja J

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada
pasal 1 ayat 1 menyatakan “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan

pelindungan masyarakat”.

a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 menyatakan bahwa SATPOL PP
mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman; dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
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b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Fungsi SATPOL PP dinyatakan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6

yaitu :

o

Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan

masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan

instansi terkait.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan

Perda dan Perkada; dan

Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

didukung oleh manajemen dengan struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong

Praja, sebagai berikut.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Kutai Kartanegara
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DASAR PERATURAN MENTERI DALAMNEGERI
SATPOL PP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR  :40TAHUN 2011
TANGGAL : 13 September 2011

KEPALA SATUAN
" : [ sexmeTARAT
JABATAN FUNG SIONAL ' [ ] |
! SumnAT SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
i KETATALAKSANAAN
BIDANG BIDANG : BIDANG BIDANG
PENEGAKAN PRODUK HUKUM KETERTIBAN UMUM DAN ' SUMBER DAYA APARATUR PERLINDUNGAN
DAERAH KETENTRAMAN MASYARAKAT H MASYARAKAT
——— '
SEKSI L SEKSI ' SEKSI SEKSI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN OPERASI DAN PENGENDALIAN ! PELATIHAN DASAR SATUAN LINMAS
PENYULUHAN KETERTIBAN UMUM '
SEKSI U SEXSI : SEKSI SEKSI
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KERJASAMA ' TEKNIS FUNGSIONAL BINA POTENSI MASYARAKAT
UNIT PELAKSANA KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SATPOL PP KECAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pembina (IV/a)
NIP19731104 200012 1 003

2.2  Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya di dukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya modal/asset yang dapat
dioptimalkan pemanfaatnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

Kapuas.
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsinya, didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima)

dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
o Aparatur Sipil Negara 1165
o Non - Aparatur Sipil Negara :270

BAB Il Gambaran Pelayanan SATPOL PP “
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2. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan

130

SLTA SLTP 165 ORANG

3. Kepangkatan / Golongan

Kepangkatan/Golongan

165 ORANG
I/C
/D
/A
I1/B
I/c
I1/D
/A
/B
In/c
11i/D
IV/A

IV/B

Selain 165 (seratus enam puluh lima) ASN tersebut di atas untuk kelancaran kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dibantu 270 (dua ratus tujuh) orang Tenaga Kontrak ( BANPOL )

dengan perincian sebagai berikut.

BAB Il Gambaran Pelayanan SATPOL PP
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Tabel 2.1
Tenaga BANPOL pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara

Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (BANPOL)
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Sumber: Data Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020

2.2.2 Saranadan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang

kegiatan operasional ( berdasarkan Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin SATPOL PP Tahun 2020

) saat ini adalah:

670 Unit

|kD
sy

Alat — alat...

86
Alat Laboratorium

N
N

Alat — alat Kedokteran

100
Alat Studio dan Komunikasi

276
Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Pertanian | 2
Alat Bengkel dan Alat Ukur [l 9
80
Alat — alat Angkutan N

Alat —alat besar | 1
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2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja J

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Secara umum, capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja memiliki progress
positif dimana kinerja selama periode 206-2021 telah dibenahi dan ditingkatkan kuantitas
maupun kualitasnya. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pencapaian target hampir terpenuhi dan
mencapai hampir 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja dari kondisi awal tahun 2016 hingga 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Persentase Penegakan PERDA
Capaian kinerja Persentase Penegakan Perda diperoleh dari perhitungan jumlah Jumlah
Kasus/Pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani/ditegakkan dibagi dengan jumlah
kasus/Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan/hasil patroli dikali 100.

Gambar 2.3.1
Persentase Penegakan PERDA

Persentase Penegakan PERDA
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